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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa;

1;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




_ . Menetapkan

9.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Tahun 2020 Nomor 1641};

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021



PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan bupati Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 10),
diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 1 ditambah 11 (sebelas) definisi baru
yaitu :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

w

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang telah
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil
Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa,



11

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
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.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati,
atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan,;

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening
pada Bank yang ditentukan;

Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan  membayar  seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral,

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah merupakan pejabat dalam bidang
pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran
untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara {APBN) atau ditetapkan oleh Kepala
Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (APBN};

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN
adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring
transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi
sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan
pembayaran taguhan kepada negara;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara uniuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar;,
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20.
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Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan
kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di
kementerian negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Ketentuan Pasal 4 penulisan nominal dalam bentuk
angka dilengkapi dengan penyebutan abjad sehingga
menjadi :

Pasal 4

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DD yang akan
diterima oleh setiap Desa dibagi secara merata kepada
setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima
persen) sejumlah Rp 40.822.311.000 (empat puluh
milyar delapan ratus dua puluh dua tiga ratus sebelas
ribu rupiah) dari anggaran DD dibagi secara merata
kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah

penduduk.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) disempurnakan sehingga
menjadi :

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyaluran DD tahap [ untuk

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

- “ayat (1), Kepala Desa paling sedikit memenuhi

ketentuan sebagai berikut:



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu
kepada bupati; dan

b. DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima masing-masing bulan disalurkan
setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarg penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada bupati.

Penyaluran DD tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
masing-masing bulan disalurkan setelah kepala
Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
bupati.

Penyaluran DD tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
masing-masing bulan disalurkan setelah kepala
Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
bupati.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan kedua belas
kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan
Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun
sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan,
Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa
menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa
dimaksud kepada bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Desember.
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Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4).

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (2] dan ayat (3) diubah
kedalam bentuk tabulasi sehingga menjadi :

(1)

(2)

(4)

Pasal 18

DD diprioritaskan penggunaannya untuk

memulihkan ekonomi dan pengembangan sektor

prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa :

a. jaring pengaman sosial;

b. padat karya tunai;

c. pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah;

d. sektor usaha pertanian; dan

e. pengembangan potensi Desa melalui Badan
Usaha Milik Negara.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana

dimaksud pada (1) berupa :

a. pengembangan desa digital;
b. desa wisata,;

usaha budi daya pertanian;
peternakan;

perikanan,

ketahanan pangan dan hewani; dan

® ™0 a0

perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas
utama dalam penggunaan DD.

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
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Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

. Ketentuan Pasal 22 ditambah dan disempurnakan
sehingga menjadi :

(1)

(2)

{3)

Pasal 22
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan

BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun
Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II
Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap
tahapan.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah kabupaten atau pejabat
yang ditunjuk.

Bupati menandai Desa yang akan dikenakan
sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal2 g uu 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,‘

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggald ¢| MWl - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR. 24
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